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Abstract

This research analyzes the potential implementation of a non-party political system in Indonesia
and its impact on democracy and governance. Indonesia has adopted a multi-party system since
the reform era in 198§, but has often faced challenges that threaten the stability and quality of
democracy. @y of the main issues is the dominance of political parties in the government
bureaucracy, which leads to practices of corruption, collusion, and nepotism. This study explores
the alternative of a non-party political system as a solution to improve meritocracy, reduce
politicglgpligarchy, and strengthen the accountability of public officials. A qualitative approach
with a literature study method is used to collect data from various sources. The results show that
while a non-party system has the potential to bring positive impacts, constitutional challenges,
resistance from political parties, and risks to political diversity remain significant obstacles.
Reforming the party system with a focus on transparency, accountability, and cadre quality is
considered more realistic and effective in improving democracy and governance in Indonesia.

Keywords: Non-Party Political System, Indonesian Democracy, Governance.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan
dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem
multipartai sejak era reformasi tahun 1998, namun sering menghadapi tantangan yang mengancam
stabilitas dan kualitas demokrasi. Salah satu isu utama adalah dominasi partai politik dalam
birokrasi pemerintahan yang menyebabkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini




mengeksplorasi alternatif sistem politik tanpa partai sebagai solusi untuk meningkatkan
meritokrasi, mengurangi oliggki politik, dan memperkuat akuntabilitas pejabat publik.
Pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari
berbagai literatur. Hasil menunjukkan bahwa meskipun sistem tanpa partai berpotensi membawa
dampak positif, tantangan konstitusional, resistensi partai politik, dan risiko terhadap keragaman
politik tetap menjadi hambatan signifikan. Reformasi sistem kepartaian dengan fokus pada
transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kader dianggap lebih realistis dan efektif dalam
memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Politik Tanpa Partai, Demokrasi Indonesia, Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbgsar di Asia Tenggara, telah menganut sistem multipartai
sejak era reformasi tahun 1998. Sistem ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
termasuk Undang-Undang N(Hlor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan kerangka
hukum bagi pembentukan, fungsi, dan kegiatan partai politik di Indonesia. Namun, dalam
praktiknya, sistem multipartai ini sering kali menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam

stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia (Kherid, 2021).

Salah satu permasalahan utﬂna yang dihadapi adalah dominasi partai politik dalam birokrasi
pemerintahan. Berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, pemilu di Indonesia diselenggarakan
untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, yang semuanya
sering kali diisi oleh anggota partai politik. Dalam kenyataannya, peran partai politik tidak hanya

henti pada proses pemilihan, tetapi juga meluas hingga ke dalam struktur pemerintahan, seperti
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini
memungkinkan partai politik untuk menempatkan kader-kader mereka di berbagai posisi strategis,

dari tingkat menteri hingga kepala bagian dalam kementerian (Toloh, 2023).

(Muhammad Rizieq Husein Syihab, %4) mengungkapkan bahwa fenomena ini telah
menimbulkan berbagai masalah, termasuk praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepo tisme (KKN)
yang mengakar dalam birokrasi pemerintahan. Misalnya, dalam beberapa kasus, posisi-posisi
penting di kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya sering kali diisi oleh individu-individu
yang tidak memiliki kompetensi yang relevan, tetapi memiliki hubungan dekat dengan partai
politik. Keadaan ini menciptakan lingkungan di mana keputusan kebijakan lebih banyak

dipengaruhi oleh kepentingan partai daripada kepentingan publik.




Dalam konteks ini, kritik terhadap sistem multipartai sering kali muncul. Salah satu pandangan
yang dikemukakan adalah gagasan untuk membangun negara tanpa partai politik, atau setidaknya
mengurangi jumlah partai menjadi dua, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dengan sistem
dua partai (bipartisme). Pendukung gagasan ini berpendapat bahwa penghapusan atau
pengurangan partai politik dapat mengurangi praktik KKN dan meningkatkan profesionalisme

birokrasi pemerintahan.

Sebagai contoh, sistem meritokrasi yang pernah diterapkan pada era Orde Baru di Indonesia, di
mana jabatan-jabatan di bawah menteri diisi berdasarkan karir dan kompetensi, sering kali
dianggap lebih efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Meskipun sistem ini juga
memiliki kekurangannya, namun prinsip meritokrasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi

masalah dominasi partai politik dalam birokrasi (Prasojo, 2023).

Dengan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi implementasi

sistem politik tanpa partai di Indonesia, serta menilai dampaknya terhadap demokrasi dan tata
kelola pemerintahan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat untuk
memperkuat demokrasi Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada partai politik dalam

struktur pemerintahan.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk
mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal, buku, dan dokumen resmi.
Analisis dilakukan dengan mengkaji teori-teori politik dan kebi&an publik yang relevan, serta
mengkritisi praktik sistem politik multipartai di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga
menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi potensi implementasi sistem politik
tanpa partai dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Hasil analisis
disajikan dalam bentuk naratif yang mengidentifikasi tantangan, peluang, dan rekomendasi
kebijakan.

PEMBAHASAN

SISTEM POLITIK TANPA PARTAI DI INDONESIA




Sistem politik tanpa partai di Indonesia merupakan konsep yang sarﬁt kontroversial dan
bertentangan dengan fondasi demokrasi yang telah dibangun selama ini. Partai politik memiliki
peran vital dalam sistem demosasi Indonesia sebagai saluran aspirasi masyarakat dan wadah
partisipasi politik war%negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim
kondusif bagi persatuan bangsa, penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga

negara, dan rekrutmen politik melalui mekanisme demokratis.

Teori demokrasi modern menekankan pentingnya partai politik sebagai pilar utama sistem
demokrasi. Partai politik berperan mengorganisir kepentingan dan aspirasi masyarakat yang
beragam, serta menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks Indonesia,
partai politik telah menjadi bagian integral dari perkembangan demokrasi pasca reformasi.
Meskipun demikian, dinamika politik partai di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan,
seperti munculnya kecenderungan partai kartel dan personalisasi partai yang dapat melemahkan

prinsip-prinsip demokrasi internal (Meyer, 2012).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur secara rinci mengenai
pembentukanﬁengelolaan, dan akuntabilitas partai politik di Indonesia. Partai politik didirikan
oleh minimal 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris,
dan harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini mencerminkan upaya untuk

memperkuat basis demokrasi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (Rosando,

2014).

rtai politik di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, termasuk

hak untuk me&uperoleh perlakuan yang sama dari negara, mengatur rumah tangga organisasi secara
mandiri, dﬁ'l memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum. Kewajiban partai politik
meliputi pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan bangsa, dan

penyaluran aspirasi politik masyarakat (Rosando, 2014).

Meskipun sistem partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik
kekerabatan dan personalisasi partai, upaya untuk memperkuat demokrasi internal partai terus
dilakukan. Profesionalisasi anggota legislatif melalui reformasi partai dan penguatan landasan
ideologis partai menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas representasi politik dan

proses pengambilan keputusan (Jafar, 2015).




Dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berkembang, partai politik memainkan peran
krusial dalam membentuk dinamika politik nasional. Meskipun gagasan sistem politik tanpa partai
mungkin tampak sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang ada, hal ini berpotensi
melemahkan fondasi demokrasi yang telah dibangun. Oleh karena itu, fokus utama seharusnya
diarahkan pada upaya memperbaiki dan memperkuat sistem partai politik yang ada, dengan

menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi internal partai (Arianto, 2004).

Dengan demikian, sistem politik dengan partai tetap menjadi pilihan yang relevan bagi Indonesia,
dengan catatan bahwa reformasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk menjawab
tantangan dan dinamika politik kontemporer. Partai politik harus terus berevolusi menjadi institusi
yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, sesuai

dengan semangat demokrasi dan cita-cita berbangsa dan bernegara.
Tantangan Implementasi

1.  Bertentangan dengan konstitusi

Konsep sistem non-partisan di Indonesia bertentangan langsung dengan prinsip-pr'ﬁsip yang
tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan
berserikat dan berkumpul, termasuk pembentukan partai politik (Komnas HAM). Hal ini
meniﬁbulkan tantangan signifikan karena mengubah konstitusi merupakan proses yang rumit dan

sulit, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Dari perspektif teori konstitusi, pembentukan sistem non-partisan akan memerlukan tinjauan
menyeluruh terhadap ketentuan konstitusional yang melindungi hak warga negara untuk
berasosiasi dan berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan politik. Proses tinjauan konstitusional
memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan hukum dan tindakan administratif

terhadap konstitusi (Sonia, 2017).

Setiap amandemen yang ditujukan untuk memperkenalkan sistem non-partisan perlu majalani
pemeriksaan ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan kerangka konstitusional. Hal ini
sejalan dengan teori identitas konstitusional yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddigie, yang
menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai inti konstitusi, termasuk Pancasila sebagai identitas

konstitusional bangsa Indonesia (Dewi, 2020).




Dalam konteks peraturan perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menegaskan bahwa pembatasan hak, termasuk hak berserikat, hanya dﬁ“ dilakukan
melalui undang-undang dengan alasan-alasan tertentu. Sementara itu, UU No. 2 Tahun 1999
tentang PartébPolitik menegaskan peran penting partai politik dalam mewujudkan cita-cita

nasional dan menjamin peran serta rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi konstitusionalitas setiap perubahan yang ﬁkait
dengan sistem non-partisan akan menjadi penting dalam menegakkan supremasi hukum. Proses
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung juga

menjadi mekanisme penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum (Asep, 2021).

Pembentukan sistem non-partisan di Indonesia menghadirkan dilema konstitusional yang
kompleks. Hal ini memerlukan pertimbangan cermat tentang implikasi hukum, prosedural, dan
demokratis, serta harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Indonesia, terutama dalam

menjaga identitas konstitusional bangsa yang berlandaskan Pancasila (Dewi, 2020).
2. Resistensi kuat dari partai politik

Resistensi kuat dari partai politik mapan terhadap upaya melemahkan sistem partai politik di
Indonesia dapat dipahami melalui berbagai perspektif teoritis dan konteks hukum yang berlaku.
Teori politik menunjukkan bahwa resistensi ini berakar pada kepentingan partai untuk
mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya dalam sistem politik yang ada (Asep, 2024). Faktor-
faktor seperti komposisi legislatif, cara konsensus dicapai, dan aliansi antara politisi dan birokrat

turut memperkuat posisi partai politik mapan (Winarmo, 2008).

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur
berbagai aspek seperti persyﬁatan pembentukan partai, kepengurusan, rekrutmen, dan
pengelolaan keuangan. Regulasi ini memberikan landasan bagi partai politik untuk beroperasi dan
mempertahankan posisinya dalam sistem politik. Namun, resistensi juga dapat muncul dari
masyarakat, seperti yang terlihat dalam fenomena pembangkangan politik terhadap partai yang

didukung oleh tokoh agama tertentu (Asep, 2024).

Teori perubahan organisasi menyoroti bahwa resistensi merupakan reaksi alamiah terhadap
gangguan dan hilangnya keseimbangan (Laihad, 2019). Dalam konteks partai politik, resistensi

dapat muncul karena berbagai sebab seperti ketakutan akan perubahan, kebiasaan yang sudah




mengakar, atau ancaman terhadap status quo. Kotter mengidentifikasi empat penyebab utama
resistensi dalam perubahan organisasi: kepentingan pribadi, kesalahpahaman, perbedaan

perhitungan konsekuensi, dan toleransi rendah terhadap perubahan (Laihad, 2019).

Untuk mengatasi resistensi, diperlukan strategi yang komprehensif. Pendekatan yang dapat
diterapkan meliputi edukasi, partisipasi, negosiasi, dan bahkan manipulasi dalam beberapa kasus
(Hendriyani, 2021). Dalam konteks partai politik, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor

kunci, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan pengelolaan sumber daya.

Resistensi partai politik mapan juga tercermin dalam dinamika politik identitas, personalisasi
partai, dan relasi antara politik dan agama (Wibiyanto, 2023). Hal ini menunjukkan kompleksitas
tantangan dalam upaya reformasi sistem partai politik di Indonesia. Meskipun demikian,
perkembangan demokrasi dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terus

mendorong perubahan dalam lanskap politik nasional.

Dengan memahami berbagai aspek resistensi ini, baik dari perspektif teoritis maupun konteks
hukum yang berlaku, upaya untuk memperkuat dan mereformasi sistem partai politik di Indonesia
dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Pendekatan yang holistik dan adaptif diperlukan
untuk menghadapi tantangan resistensi sambil tetap menjaga integritas dan fungsi penting partai

politik dalam sistem demokrasi Indonesia.
3.  Tidak sesuai dengan keragaman Indonesia

Keberagaman Indonesia merupakan kekayaan sekaligus tantangan yang memerlukan pengelolaan
bijak. Teori politik multikulturalisme menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi setiap
kelompok budaya dalam berpartisipasi di ruang publik (Latif, 2021). Namun, implementasinya
menghadapi berbagai kendala. Potensi konflik antarsuku dan antaragama masih menjadi ancaman
serius bagi persatuan bangsa. Meskipun semangat toleransi telah mengakar, insiden-insiden
bernuansa SARA masih kerap terjadi. Ketimpangan pembangunan antar daerah juga berpotensi
memicu ketegangan sosial. Daerah-daerah tertinggal merasa diperlakukan tidak adil dalam

distribusi sumber daya pembangunan (Frianda, 2024).

Radikalisme dan ekstremisme turut mengancam kerukunan. Meski mayoritas masyarakat moderat,
aksi kelompok radikal dapat mengganggu stabilitas. Diperlukan upaya pencegahan dan

penanganan yang komprehensif, dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan kebebasan beragama




(Frianda, 2024).Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi

landasan hukum pengelolaan keragaman budaya Indonesia. UU ini mengakui dan menghargai
keberagaman lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa di Indonesia sebagai fondasi kebudayaan
nasional. Implementasinya membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga

pendidikan.

Pendekatan integrasi sosial yang dikemukakan Talcott Parsons menekankan pentingnya kesamaan
nilai dan kepercayaan dalam menciptakan kesadaran kolektif di tengah masyarakat heterogeny
(Damongilala, 2020). Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi menjadi kunci membangun
persatuan dalam keberagaman. Menghadapi tantangan keberagaman, diperlukan kebijakan
inklusif yang menjamin kesetaraan akses dan hak bagi seluruh warga negara. Dialog antaragama
dan antarsuku harus terus digalakkan untuk membangun saling pengertian. Penegakan hukum
yang adil dan tegas terhadap tindakan diskriminatif juga krusial dalam menjaga stabilitas. Dengan
pendekatan komprehensif dan partisipatif, keberagaman Indonesia dapat menjadi modal berharga

bagi kemajuan bangsa, bukan sumber perpecahan.
Dampak Terhadap Demokrasi

1. Membatasi partisipasi politik warga

Membatasi partisipasi politik warga dengan menghapus partai politik dapat memiliki dampak

signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Carole Pateman
dan Benjamin Barber menyarankan bahwa partisipasi demokrasi mendorong keterlibatan warga
negara dan membuat mereka memiliki pandangan yang lebih positif terhadap proses politik dan
praktik demokrasi (Bowler, 2002). Partai politik memainkan peran penting dalam mengarahkan
energi warga ke arah yang memperkuat sistem politik serta mengintegrasikan individu-individu

yang terisolasi ke dalam kelompok-kelompok yang bersatu untuk tujuan Bersama (Scarrow, 1999).

Dalam konteks demokrasi, partai politik diakui sebagai instrumen utama dalam sosialisasi politik,
terutama di negara-negara demokrasi baru. Partai politik menjadi saluran utama bagi pembentukan
kesadaran politik dan mobilisasi pemilih, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi politik
dan perilaku pemilih (Karp, 2007). Organisasi partai politik juga merupakan salah satu rute

terpenting menuju jabatan politik tinggi dan pengaruh kebijakan langsung (Lazarova, 2024). Oleh




karena itu, menghapus partai politik dapat menghilangkan saluran utama yang digunakan warga
untuk terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya dapﬁnereduksi tingkat partisipasi politik

dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Partai politik juga berperan sebagai penghubung antara warga dan sistem politik, terutama melalui
kehadiran mereka di parlemen (Fikarno, 2021). Keanggotaan dan partisipasi dalam partai politik
dapat menjadi faktor penting dalaEnembangun kepercayaan, organisasi, dan demokrasi dalam
masyarakat (Letki, 2004). Selain itu, partai politik memainkan peran penting dalam mewakili
preferensi politik warga. Studi menunjukkan bahwa partai politik dapat menjadi cerminan dari
preferensi kebijakan pemimpin opini, yang pada akhirnya mempengaruhi representasi politik dan

dinamika pembuatan kebijakan internal partai (Adams, 2009).

Pembatasan terhadap partisipasi politik warga harus ditafsirkan secara ketat dan diatur dalam
aturan hukum. Pembatasan tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat
demokratis dan harus benar-benar dibutuhkan sesuai dengan proporsionaﬁas kebutuhan sosial. Di
Indonesia, partisipasi politik diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Uﬂang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik. Undang-undang ini menjamin hak-hak warga negara untuk kebebasan berserikat dan

berkumpul, serta mengatur proses pemilihan umum dan hak pilih warga negara.
2. Melemahkan check and balance

Sistem checks and balances penting dalam demokrasi untuk mencegah konsolidasi kekuasaan dan
memastikan akuntabilitas serta pengawasan antar cabang pemerintahan (Holcombe, 2018). Dalam
uuD l%ﬁrinsip ini diwujudkan melalui pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur pembahasan rancangan undang-undang
oleh DPR dan Presiden, mencerminkan prinsip ir& Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting
dalam mengawasi produk legislatif berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, dengan menguji undang-
undang terhadap UUD. Teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan mendasari sistem checks

and balances ini untuk mencegah tirani (Taylor,2013).

Tanpa partai politik, tantangan terhadap efektivitas checks and balances meningkat. Ketiadaan
partai mengurangi kekuatan legislatif dalam mengawasi eksekutif, yang dapat memperkuat

dominasi eksekutif. Proses legislasi juga menjadi kurang representatif dan partisipatif tanpa partai




yang mengatur kepentingan kolektif. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD

(MD3) berupaya memperkuat fungsi pengawasan legislatif, namun implementasinya sulit tanpa
partai poli%. Peran media dan masyarakat sipil semakin penting dalam memperkuat checks and
balances melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meski

efektivitasnya terbatas tanpa dukungan partai politik.
3.  Menghambat regenerasi kepemimpinan

Regenerasi kepemimpin%dalam partai politik adalah aspek penting untuk menjaga sistem politik
yang sehat dan dinamis. Partai politik berperan penting dalam membina dan merekrut pemimpin
baru (Elgie, 2012). Mereka bertanggung jawab atas pengembangan kader dan memberikan
kesempatan bagi pemimpin potensial untuk tumbuh, sehingga dapat menduduki posisi

kepemimpinan baik di partai maupun pemerintahan (Elgie, 2012).

Dalam demokrasi parlementer maju, pemimpin partai memegang pengaruh signifikan atas
berbagai aspek politik, termasuk strategi kampanye, agenda kebijakan, dan pembentukan
pemerintahan (O'Brien et al., 2015). Peran sentral kepemimpinan partai ini mengarahkan dan
membentuk fungsi sistem politik. Perubahan dinamika antara partai dan pemimpin terjadi karena
personalisasi politik dan meningkatnya kapasitas pemimpin untuk berkomunikasi langsung

dengan pemilih (Poguntke & Webb, 2005).

Demokratisasi proses pemilihan kepemimpinan partai di beberapa negara memberikan anggota
partai otoritas lebih dalam memilih kandidat dan pemimpin, yang meningkatkan inklusivitas dan
legitimasi (Lisi et al., 2010). Namun, tantangan seperti ketidakseimbangan gender tetap ada,
dengan dominasi laki-laki di beberapa partai politik yang menantang norma keseimbangan gender

dalam peran kepemimpinan (Erikson et al., 2024).

Secara keseluruhan, interaksi antara partai politik dan regenerasi kepemimpinan sangat kompleks.
Meskipun partai politik penting dalam mengidentifikasi dan membina pemimpin masa depan,
dinamika komunikasi politik, personalisasi politik, dan demokratisasi proses pemilihan pemimpin
terus mengubah paradigma tradisional. Memahami dinamika ini penting untuk memastikan

vitalitas dan efektivitas regenerasi kepemimpinan dalam partai politik.

Dampak Terhadap Tata Kelola Pemerintahan




1. Potensi Pemerintahan Otoriter

Tanpa persaingan antar partai politik, pemerintahan dapat menjadi kurang responsif terhadap
aspirasi rakyat dan cenderung otoriter (Roberts, 2015). Pemerintahan otoriter sering menggunakan
represi, intimidasi, dan kecurangan untuk memenangkan pemilihan (Howard & Roessler, 2006).
Struktur partai yang kuat dan terorganisir membantu rezim otoriter menekan tantangan (Levitsky
& Way, 2012). Keberhasilan mereka dalam mempertahankan kekuasaan didukung oleh legitimasi,

represi, dan ko-optasi (Gerschewski, 2013).

Meskipun kualitas demokrasi menurun, legitimasi rezim otoriter dapat meningkat melalui
pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan patronase (UN, 2011). Ketahanan pemerintahan
otoriter juga didukung oleh koherensi partai penguasa dalam menghadapi konflik (Levitsky &
Way, 2012). "Kompetisi otoriter" memungkinkan pemilihan yang tampak kompetitif namun

dikendalikan oleh represi untuk memastikan kemenangan (Slater & Wong, 2013).

Dalam kondisi di mana partai penguasa memiliki keunggulan sumber daya tetapi mengalami
kemunduran, mereka mengejar strategi legitimasi baru untuk menghentikan kemerosotan
(Levitsky & Way, 2010). Kombinasi kekuatan partai penguasa, legitimasi rezim, koherensi partai,
dan strategi legitimasi baru memungkinkan pemerintahan otoriter bertahan tanpa persaingan partai

politik yang sehat, sehingga merugikan responsivitas terhadap aspirasi rakyat.
2. Mengurangi Akuntabilitas

Tanpa partai politik, akuntabilitas pemerintah dapat menurun karena tidak ada pengawasan dan
kritik terhadap kebijakan pemerintah (Givari, 2019). Akuntabilitas partai politik diukur melalui

atuhan terhadap regulasi pelaporan dana kampanye dan elektabilitas (Wibowo, 2018).
ﬁ:nsparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik penting untuk menjaga integritas dan
kepercayaan publik (Pinilih, 2017). Akuntabilitas juga melibatkan pemberian informasi dan
justifikasi oleh pihak yang bertanggung jawab (Kholmi, 2010). Dalam konteks dana kampanye,

penting memastikan sumber dana sah (Putra, 2018).

Transparansi dapat dicapai melalui aturan dan sanksi serta lembaga pengawas laporan keuangan
partai (Hariwibowo & Santana, 2020). Penerapan ambang batas parlemen dapat mengurangi
jumlah partai politik dan meningkatkan akuntabilitas (Fikri, 2023). Profesionalitas dalam

pengelolaan keuangan partai politik penting untuk membangun kepercayaan publik (Latif et al.,




2022). Akuntabilitas juga dipahami sebagai hasil politik yang kompleks dan dapat dipraktikkan
dalam berbagai konteks (Darmoko, 2022). Penguatan partai politik meningkatkan partisipasi

politik dan mengurangi tekanan dalam sistem politik (Ristyawati, 2019).

3.  Menghambat Representasi Kepentingan

Partai politik dan kepentingan terorganisasi memainkan peran penting dalam mewakili berbagai
kepentingan dalam masyarakat dan membentuk kebijakan (Muirhead & Rosenblum, 2020). Dalam
demokrasi liberal, pemilih memilih legislator untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses
kebijakan (Thames, 2004). Kepentingan publik sering selaras dengan partai tertentu, yang

mencerminkan sikap terhadap regulasi dan intervensi (Beyers et al., 2015).

Partai politik tidak hanya mewakili kepentingan tetapi juga mengonsolidasikan komitmen politik,
mempromosikan etos demokrasi, dan berkontribusi pada legitimasi dan stabilitas politik (Luo,
2024). Sejarah menunjukkan banyak partai politik muncul dari kelompok kepentingan,
menunjukkan pentingnya interaksi antara partai dan kelompok kepentingan (Lisi, 2018). Partai
politik dan kepentingan terorganisasi adalah komponen penting dari lanskap politik, berfungsi
sebagai saluran untuk mewakili kepentingan masyarakat dan membentuk kebijakan. Memahami
dinamika antara partai, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil penting untuk memahami

representasi kepentingan dan perumusan kebijakan dalam demokrasi.

Meskipun sistem kepartaian di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, penghapusan total
sistem partai bukanlah solusi yang tepat. Reformasi sistem kepartaian yang ada melalui penguatan
regulasi, peningkatan kualitas kader, dan pendidikan politik masyarakat merupakan langkah yang

lebih realistis untuk memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Sebagai alternatif, Indonesia dapat mempertimbangkan penguatan peran lembaga-lembaga non-
partai seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga pemantau independen, dan media dalam
mengawasi pemerintahan. Hal ini dapat memperkuat check and balance tanpa menghilangkan
peran penting partai politik dalam sistem demokrasi. Implementasi sistem politik tanpa partai di
Indonesia sangat sulit dilakukan dan berpotensi melemahkan demokrasi serta tata kelola
pemerintahan. Fokus sebaiknya diarahkan pada perbaikan sistem kepartaian yang ada untuk

menciptakan demokrasi yang lebih berkualitas.




POTENSI IMPLEMENTASI SISTEM POLITIK TANPA PARTAI

Menerapkan sistem politik tanpa partai dominan di Indonesia berpotensi membawa dampak
positif. Desentralisasi kewenangan partai politik dalam proses seleksi kandidat dapat
menghasilkan representasi yang lebih beragam dan meningkatkan partisipasi politik lokal
(Solikhin, 2017). Koalisi yang terbentuk berdasarkan penyelarasan kebijakan dapat mengurangi

polarisasi dan meningkatkan stabilitas pemerintahan (Ekawati, 2019).

Kontrol sipil atas kebijakan militer dapat diperkuat melalui sistem yang terdesentralisasi,
meningkatkan pengawasan sipil (Gunawan, 2017). Sistem tanpa partai dominan dapat mengurangi
pengaruh selebriti dalam pemilu dan lebih fokus pada kebijakan substantif (Darmawan, 2015).
Dinamika koalisi politik yang lebih cair memungkinkan pembentukan aliansi yang beragam dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wospakrik, 2018).

Keterlibatan sipil dapat meningkat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi
politik, mempromosikan transparansi, dan mengurangi pengaruh partisan (Hariyanto, 2023).
Penguatan partai politik dapat meningkatkan partisipasi politik dan menjaga kepercayaan pada
sistem politik (Ristyawati, 2019). Sistem tanpa partai dominan mendorong pemilih untuk fokus

pada kualifikasi kandidat dan platform kebijakan daripada afiliasi partai (Wahidin et al., 2020).
1. Mengurangi Politik Transaksional

Sistem tanpa partai dapat mengurangi praktik politik uang dan transaksional yang merusak
demokrasi di Indonesia (Muttaqin et al., 2021). Politik uang dan mahar politik sering kali menjadi
pelanggaran dalam pemilu dan merusak prinsip demokrasi (Chandra & Ghafur, 2020). Meskipun
pemilihan langsung bertujuan memperkuat demokrasi, praktik politik uang masih marak di

kalangan pemilih, menunjukkan perlunya sistem yang lebih efektif (Suryosukmono, 2020).

Kompleksitas hubungan antara komunikasi politik, ideologi, dan transaksi politik menunjukkan
perlunya upaya besar untuk mengatasi politik uvang (Tampubolon, 2023). Pendidikan politik dan
kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam mengurangi praktik ini (Sobari, 2022).
Lembaga independen seperti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) juga diperlukan untuk
melawan praktik politik uang yang telah menjadi budaya (Abhipraya et al., 2020). Pendekatan
holistik yang melibatkan pendidikan politik, peran lembaga independen, dan kesadaran

masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan berintegritas.




2. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan

Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, penting bagi calon pemimpin untuk beroperasi
secara independen dari afiliasi partai. Independensi ini memungkinkan kandidat lebih
mengutamakan visi dan kemampuan pribadi daripada loyalitas partai, yang berpotensi
menghasilkan pemimpin dengan integritas lebih tinggi (Kotagal, 2018). Pemimpin yang tidak
terikat oleh batasan partai dapat fokus pada kekuatan dan nilai individu mereka, menghasilkan

kepemimpinan yang lebih efektif dan berprinsip.

Kemampuan pemimpin partai untuk mempertahankan disiplin dan kontrol internal memengaruhi
perilaku dan keputusan anggotanya. Partai sering menggunakan insentif dan proses sosialisasi
untuk mengelola perbedaan pendapat di antara anggota (Kam, 2009). Keselarasan pemimpin
dengan ideologi dan nilai tertentu dapat membentuk penggunaan media sosial dan keterlibatan

mereka dengan publik (Koiranen et al., 2020).

Kepemimpinan publik juga berdampak pada motivasi pelayanan publik dan kinerja pekerjaan.
Pendekatan kepemimpinan yang berbeda memengaruhi komitmen organisasi, keterikatan kerja,
dan kepuasan kerja (Schwarz et al., 2020). Dengan mempromosikan kualitas kepemimpinan yang
mengutamakan visi pribadi, mekanisme disiplin dalam partai, pengaruh ideologi, dan dampak

kepemimpinan publik, kualitas kepemimpinan secara keseluruhan dapat ditingkatkan signifikan.
3.  Efisiensi Anggaran Negara

Menghilangkan sistem kepartaian dapat mengurangi beban keuangan negara untuk mendanai
partai politik, sehingga dana dapat dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih
berdampak (Indonesian Treasury Review, 2023). Realokasi ini mengarah pada penggunaan dana
publik yang lebih efisien, memastikan anggaran dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat.
Efisiensi dalam alokasi anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ukuran dan

karakteristik Unit Pengambilan Keputusan (DMU) (Indonesian Treasury Review, 2023).

Kepemimpinan yang efektif dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal
dapat memastikan bahwa inisiatif pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat (Adam et
al., 2019). Contoh historis, seperti kebijakan ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz,

menunjukkan pentingnya tata kelola yang efisien untuk kesejahteraan masyarakat (Hayati et al.,




2019). Perencanaan strategis dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan penting untuk

keberhasilan proyek pembangunan pedesaan (Harun et al., 2023).

Pengelolaan dana desa berdampak langsung pada hasil pembangunan daerah. Analisis dampak
pengelolaan dana desa memberikan wawasan tentang efektivitas alokasi sumber daya di tingkat
daerah (Jamaluddin et al., 2018). Pengalokasian pajak cukai tembakau di Indonesia adalah contoh
&ategi pemanfaatan anggaran yang efisien (Sitepu et al., 2016). Menggunakan metodologi seperti
Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi belanja kesehatan dapat
meningkatkan kinerja belanja pemerintah di sektor kesehatan (Saiah & Saputra, 2019).

Evaluasi pembangunan daerah perbatasan melalui indeks multidimensi memastikan sumber daya
dialokasikan secara efisien dan inisiatif pembangunan selaras dengan kebutuhan daera%Rahim et
al., 2024). Optimalisasi Dana Otonomi Khusus di Papua menunjukkan pentingnya komunikasi
efektif, transparansi, dan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan

keberhasilan program pembangunan (Suriadi et al., 2024).
4.  Meminimalisir Konflik Kepentingan

Mengurangi pengaruh partai politik dapat meminimalkan konflik kepentingan, karena pejabat
dapat lebih fokus pada kepentingan publik daripada agenda partai (Mutz, 2002). Pejabat yang tidak
terikat kepentingan partai dapat memprioritaskan kebijakan dan tindakan yang menguntungkan
masyarakat luas (Mansbridge et al., 2010). Mengurangi pengaruh partai juga dapat menekan
kontflik interpersonal yang merugikan upaya kolaboratif dan proses pengambilan keputusan (Barki

& Hartwick, 2001).

Stabilitas sistem kepartaian dapat memengaruhi hasil pemilu, tetapi pelembagaan partai yang
berlebihan dapat menyebabkan konflik kepentingan, menghambat pejabat memprioritaskan
layanan publik (Firmadi & Purwaningsih, 2016). Dengan mengurangi pengaruh partai, tata kelola
bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meminimalkan konflik dari kepentingan
partai yang mengakar. Kepemimpinan dalam menghadapi konflik dapat membantu memediasi
berbagai sudut pandang dan kepentingan, mendorong lingkungan pengambilan keputusan yang

inklusif (Hartley & Stansfield, 2020).

Dampak Positif Terhadap Demokrasi




1. Partisipasi Politik Lebih Inklusif

Partisipasi politik inklusif menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan
&kriminatif, seperti keanggotaan partai politik. Partisipasi politik perempuan adalah kunci untuk
mencapai representasi yang lebih merata dalam pengambilan keputusan politik, yang mendukung
kesetaraan gender dan keberagaman (Adriani, 2024; Rosandi, 2024). Partisipasi publik yﬁ kuat
diperlukan untuk kebijakan yang lebih representatif dan responsif (Hamdani, 2020). Strategi
kampanye yang inklusif, seperti penggunaan bahasa dan simbol responsif gender, dapat

mendukung partisipasi politik perempuan (Yoteni, 2023).

Partisipasi politik juga harus mencakup keragaman budaya, agama, dan etnis untuk menciptakan
kerukunan dan representasi yang inklusif (Supriyadi, 2024). Keterlibatan penyandang disabilitas
dalam proses politik memerlukan fasilitas umum yang mendukung untuk memastikan hak-hak
politik mereka terwujud (Wicaksana, 2023). Partisipasi politik dalam pembangunan desa adalah
faktor krusial yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat desa (Padilah, 2023). Efikasi politik
juga mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula, yang tergantung pada keyakinan dan

kepercayaan mereka untuk berpartisipasi (Wibowo et al., 2020).
2. Mengurangi Oligarki Politik

Untuk mengurangi oligarki politik, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap sistem kepartaian
guna mengurangi dominasi elit politik (Pranaswati & Kiswanto, 2020). Politik dinasti, yang
berkembang sejak Orde Baru, berdampak negatif pada demokrasi di Indonesia (Mashari, 2023).
Rekrutmen kader dan ideologi partai juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi

publik terhadap partai politik (Danuwidjaja & Manan, 2023).

Biaya pemilu yang tinggi sering kali memicu korupsi dan klientelisme, mengurangi representasi
yang adil (Puansah, 2024). Analisis hukum menunjukkan keterlibatan palilik modal besar, elite
politik, dan pemilih dalam tindak pidana politik uang (Irawan, 2024). Penguatan partai politik
untuk produk hukum yang demokratis sering kali menghadapi tantangan karena partai lebih

mengutamakan kepentingan pemimpinnya (Toloh, 2023).

Kebebasan berbicara menjadi elemen penting dalam mencegah oligarki dan tirani (Tinambunan,
2023). Oleh karena itu, mengatasi oligarki politik memerlukan penilaian ulang sistem kepartaian,

transparansi pelaporan keuangan, penanganan politik uang melalui jalur hukum, dan




menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dalam partai politik untuk mempromosikan sistem demokrasi

yang lebih inklusif di Indonesia.

3.  Penguatan Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung, yang beroperasi tanpa partai politik, dapat meningkatkan proses demokrasi
seperti referendum dan inisiatif warga negara, memungkinkan penyaluran aspirasi masyaakat
lebih efektif (Rojon et al., 2019). Pendekatan ini memberdayakan warga negara untuk
berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, meningkatkan keterlibatan politik dan

responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik (Gherghina & Silagadze, 2021).

Dengan menghilangkan peran perantara partai politik, demokrasi langsung memperkuat hubungan
antara warga negara dan pemerintah, meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap
keputusan yang dibuat melalui mekanisme ini (Donovan, 2019). Studi menunjukkan bahwa
keterlibatan langsung dalam pemerintahan dapat menghasilkan sistem politik yang lebih responsif
dan berpusat pada warga negara, di mana kebijakan dibentuk oleh keinginan kolektif rakyat
(Clarke et al., 2015).

Demokrasi langsung juga memberi insentif kepada partai politik untuk lebih memperhatikan
tuntutan pemilih dan menyelaraskan agenda mereka dengan preferensi warga negara yang
diungkapkan melalui proses demokrasi langsung, sehingga menciptakan sistem politik yang lebih
representatif dan bertanggung jawab (Chang, 2021). Kesimpulannya, demokrasi langsung dapat
memperkuat hubungan masyarakat dengan pemerintah, mendorong keterlibatan politik, dan

meningkatkan kepercayaan pada lembaga politik.
Dampak Positif Terhadap Tata Kelola Pemerintahan
1. Peningkatan Efektivitas Pemerintahan

Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, meminimalkan konflik antar-partai memungkinkan
adra'@@istrasi fokus pada program pembangunan. Strategi termasuk meningkatkan kepemimpinan
di pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
(Adam et al., 2019). Mengubah struktur organisasi dan manajemen pemerintah, serta membina

masyarakat partisipatif, dapat meningkatkan layanan publik. Memanfaatkan teknologi informasi




dalam organisasi pemerintah juga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi (Wangsa

etal., 2023).

Efektivitas operasi pemerintah diukur dengan pencapaian tujuan layanan. Penerapan praktik
terbaik seperti kerangka COBIT meningkatkan efisiensi operasi pemerintah. Pembentukan Unit
Penyelenggara seperti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Jakarta
menunjukkan peningkatan efektivitas dalam menyelesaikan masalah sektor (Hutagalung, 2023).
Penerapan kebijakan diskresioner di bidang pelayanan kesehatan oleh instansi pemerintah

meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Suprapto & Malik, 2019).

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, meningkatkan kualitas
kinerja pegawai dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Analisis pengelolaan danadesa
memberikan wawasan tentang penggunaan sumber daya keuangan untuk mendorong
pembangunan daerah. Memahami format birokrasi dan organisasi dalam administrasi
pemerintahan mendorong efisiensi dan transparansi (Mualif, 2023). Strategi-strategi ini
mengefisienkan operasi dan memastikan sumber daya digunakan optimal untuk manfaat

masyarakat.
2. Penguatan Sistem Meritokrasi

Pembentukan sistem tanpa partai politik dapat memperkuat penerapan meritokrasi dalam
birokrasi, di mana seleksi pejabat didasarkan pada kompetensi daripada afiliasi politik. Rekrutmen
meritokratis menonjol sebagai elemen penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi, diikuti oleh
promosi internal dan stabilitas karier. Penekanan pada prinsip-prinsip meritokratis penting karena
memengaruhi kemajuan masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu daripada latar

belakang keluarga atau status sosial (Ridwan, 2024).

Sistem meritokrasi dalam layanan sipil dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja pegawai sektor
publik. Gailmard & Patty menyoroti bahwa sistem meritokrasi di berbagai negara, termasuk
Amerika Serikat, dapat mengurangi motivasi ekstrinsik karyawan untuk tekun dalam memenuhi
tanggung jawab mereka (Gailmard & Patty, 2007). Hubungan antara meritokrasi, akuntabilitas,
dan demokrasi menyoroti pentingnya pendekatan seimbang dalam tata kelola. Zhang mengusulkan

kerangka evaluasi dua tahap untuk memahami meritokrasi dalam lembaga, menekankan




pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana meritokrasi dinilai dan diberi penghargaan

(Zhang,2023).

Meritokrasi dalam tata kelola juga penting dalam konteks dinamika elektoral. Andersen & Cornell
membahas bagaimana kontestasi elektoral dapat mempengaruhi kinerja birokrasi dengan
memprioritaskan rekrutmen meritokratis sebagai respons terhadap tuntutan pemilih (Andersen &
Cornell, 2022). Dalam pemerintahan daerah, perpaduan antara kompetensi dan politik dalam
promosi menimbulkan tantangan dan peluang, mencerminkan kompleksitas dalam

menyeimbangkan meritokrasi dengan realitas politik (Yamin & Guntur, 2018).

Pengembangan kerangka hukum untuk mempromosikan meritokrasi dalam lembaga pemerintah
menandakan pergeseran menuju pelembagaan praktik berbasis prestasi menekankan peran
peraturan dalam membentuk sistem yang memprioritaskan prestasi dalam penunjukan
kepemimpinan (Nabi et al.,, 2020). Keseluruhan, promosi meritokrasi merupakan pilar

fundamental tata kelola yang efektif dan akuntabel.
3. Peningkatan Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat
publik bertanggung jawab langsung kepada rakyatéanpa "berlindung" di balik partai politik.
Akuntabilitas publik dipengaruhi oleh kompetensi, sistem pengendalian internal, peran aparat,
pemanfaatan teknologi informasi, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Sistem
informasi yang terintegrasi dengan baik memberikan informasi yang tepat waktu, memadai, dapat
diandalkan, dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, khususnya rakyat (Widyatama

etal., 2017).

Kompetensi dan peran aparatur juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dana
publik, membantu menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya publik.
Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban igvidu, kelompok, atau lembaga untuk memenuhi
tanggung jawabnya, termasuk memberikan informasi dan pertukaran atas aktivitas dan kinerja

organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Purnomosidi et al., 2018).

Akuntabilitas pemerintah dan organisasi berarti bahwa eksekutif harus bertanggung jawab secara
moral dan hukum atasé'ndakan dan keputusan mereka. Evaluasi praktik akuntabilitas

pemerintahan bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan




pimpinan organisasi terhadap publik. Perspektif akuntansi, fungsional, dan sistem akuntabilitas
menunjukkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi

pemerintah (Munthe, 2024).
4.  Mendorong Profesionalisme Birokrasi

Penghapusan sistem partai bertujuan mengurangi campur tangan politik dalam birokrasi,
meningkatkan kinerja dan profesionalisme pejabat negara. Meskipun kinerja birokrasi juga
bergantung pada sistem dan prosedur kerja yang efisien, mengurangi pengaruh politik tetap
penting. Model birokrasi Weberian menekankan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan
profesionalisme sebagai tipe birokrasi ideal. Profesionalisme birokrat penting dalam menasihati
pembuat kebijakan dan menerapkan tata kelola efektif di tingkat lokal dan regional. Kompetensi

dan profesionalisme terkait erat dalam mendukung fungsi birokrasi sesuai harapan masyarakat

(Fachruddin, 2024).

Pengembangan profesionalisme juga berlaku di sektor lain, seperti pendidikan, di mana
pengembangan guru profesional melalui peningkatan atribut profesional ditekankan. Strategi
peningkatan kompetensi pegawai negeri menunjukkan hasil menjanjikan dalam meningkatkan
keterampilan personel dan indeks reformasi birokrasi secara keseluruhan. Evaluasi kinerja
pegawai negeri menggunakan metrik seperti kinerja kerja, keahlian, perilaku, dan kepemimpinan,
membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Reformasi birokrasi, khususnya dalam

pelayanan perizinan, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi prosedur administratif (Ramli,

2023).

Penanganan patologi birokrasi memerlukan sistem kontrol dan akuntabilitas publik untuk
mengurangi risiko perilaku birokrasi yang tidak berfungsi. Profesionalisme juga penting dalam
adaptasi terhadap tantangan seperti pandemi COVID-19, di mana guru harus menyesuaikan sikap
dan perilaku profesional mereka. Pembinaan profesionalisme birokrasi melibatkan reformasi
struktural, pengembangan kompetensi, mekanisme akuntabilitas, dan komitmen terhadap standar
etika. Dengan menanamkan prinsip berbasis prestasi dalam rekrutmen dan promosi, masyarakat

dapat membangun lembaga yang lebih efisien, transparan, dan responsif (Munthe, 2024).

Meskipun implementasi sistem politik tanpa partai menghadapi tantangan konstitusional dan

praktis yang besar di Indonesia, gagasan ini membuka wacana untuk memikirkan alternatif sistem




politik yang lebih efektif dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan tata kelola pemerintahan
yang baik. Diperlukan kajian lebih lanjut dan diskusi publik yang luas untuk mengeksplorasi
potensi dan risiko dari sistem alternatif ini, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi

yang telah dibangun di Indonesia.
KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik tanpa partai di Indonesia
memiliki potensi untuk memperkuat meritokrasi dalam birokrasi, mengurangi dominasi elit
politik, dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Namun, implementasi sistem ini
menghadapi tantangan konstitusional yang signifikan, resistensi dari partai politik mapan, dan
risiko terhadap stabilitas dan keberagaman politik Indonesia. Reformasi sistem kepartaian yang
ada, dengan menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas kader partai,
dianggap sebagai pendekatan yang lebih realistis dan efektif untuk memperbaiki demokrasi dan

tata kelola pemerintahan di Indonesia.
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